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Namun, pemberian insentif fiskal harus dilakukan secara terukur dan terarah dalam
rangka mendorong pertumbuhan sektor tertentu yang strategis dan produktif (Gambar 1).
Pemilihan sektor prioritas mempertimbangkan perolehan nilai tambah, hilirisasi Sumber
Daya Alam (SDA), sektor padat karya dan padat modal, serta aktivitas bisnis lainnya yang
memerlukan dukungan insentif, misalnya otomotif. Artinya, fokus pada upaya percepatan
sektor yang memberikan multiplier effect tinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun terdapat beberapa masukan terkait stimulus fiskal dalam RAPBN 2024. Center of
Reform on Economics (Core) Indonesia menilai insentif harus diprioritaskan juga bagi
penguatan proses reindustrialisasi. Sementara Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin
Indonesia menganggap insentif belanja perpajakan harus diiringi sinkronisasi kebijakan
kementerian/lembaga terkait. Hal berbeda disampaikan Pengamat Ekonomi Indonesia
Strategic and Economic Action Institution, yang menilai insentif pajak harus diprioritaskan
pada investasi baru dan ekspansi investasi, khususnya sektor riil. Selain itu, insentif pajak
juga perlu menyasar sektor consumer goods untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga
dan komoditas ekspor. Disamping pengurangan emisi karbon dan mendukung langkah-
langkah antisipasi perubahan iklim. Selain pemilihan sektor dan komoditas di atas, otoritas
pajak juga harus terus melakukan analisis, evaluasi, dan kalibrasi secara regular untuk
menilai efektivitas dan efisiensinya. 20
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Rancangan stimulus fiskal atau
tax expenditure yang disiapkan
pemerintah, mencatatkan ang-
ka tertinggi dalam kurun
waktu 6 (enam) tahun terakhir
yaitu diproyeksikan mencapai
Rp374,5 triliun (Tabel 1). Selain
tax expenditure, insentif lain
masih dipertahankan, seperti
tax holiday, tax allowance, dan
super tax deduction. 

Pemberian stimulus fiskal
tersebut mempertimbangkan
dukungan belanja perpajakan
yang diyakini memiliki daya
rangsang terhadap pereko-
nomian nasional sehingga
target pertumbuhan ekonomi
pada Tahun 2024, yang
terbilang cukup tinggi yakni 5,2
persen, dapat tercapai.

Gambar 1. Lima Sektor Tertinggi Penerima 
Belanja Perpajakan (Rp Triliun)
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Rancangan stimulus fiskal diproyeksikan mencapai Rp374,5 triliun, tertinggi dalam
enam tahun terakhir. Terdapat lima sektor prioritas dalam stimulus fiskal yaitu
industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan
asuransi; transportasi dan pergudangan; serta jasa pendidikan. Otoritas pajak
harus terus melakukan analisis, evaluasi, dan kalibrasi secara regular dan periodik
untuk menilai efektivitas dan efisiensinya dalam memberikan multiplier effect yang
besar.

DPR RI, khususnya Komisi XI perlu mendorong Kementerian Keuangan, OJK, dan
pemangku kepentingan lain agar penyelenggaraan stimulus pajak dipastikan
mengarah pada pencapaian target RAPBN 2024, yaitu mempercepat transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mampu merespons dinamika
perekonomian global dan regional, melindungi daya beli masyarakat dari
guncangan ekonomi, serta menjaga agar postur APBN tetap sehat, berkelanjutan,
berkesinambungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
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Bisnis Indonesia, 22 Agustus 2023; 
ekonomi.bisnis.com, 22 Agustus 2023;
kemenkeu.go.id, 16 Agustus 2023;
Kontan 23 Agusutus 2023.
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Namun demikian, tidak cukup hanya pada pemberian insentif pajak, pemerintah perlu
mendesain kebijakan stimulus yang komprehensif. Karena jika tidak, keringanan pajak
tidak akan dinikmati pelaku usaha ketika dunia bisnis masih kesulitan mendapatkan
kemudahan pada komponen lainnya, misalnya kemudahan perizinan dan dukungan
pembiayaan (Tabel 2). 

Tabel 2. Arah Belanja Perpajakan 2019-2024 (Rp Triliun)
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Dengan demikian, penyelenggaraan stimulus pajak harus dapat dipastikan mengarah pada
pencapaian target RAPBN 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan, mampu merespons dinamika perekonomian global dan regional,
melindungi daya beli masyarakat dari guncangan ekonomi, serta menjaga agar postur
APBN tetap sehat, berkelanjutan, berkesinambungan dalam jangka pendek, menengah,
dan panjang. 
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